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Mengingat 

WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 

NO MOR 14 TAHUN 201 7 

TENT ANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/257 / AA.05/2017 

Tanggal 26 Januari 2015, Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang memuat 

rekomendasi agar lebih mengefektifkan penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota 

Singkawang, dengan cara melakukan peru bahan dan 

penyesuaian Indikator Kinerja Utama agar lebih relevan, spesifik 

dan terukur sesuai dengan arah tujuan sasaran Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, maka perlu mengatur indikator kinerja utama sebagai 

alat ukur dan menjadi pedoman; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4119); 

2 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Nomor 4614); 

4 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 481 7); 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

6 . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

7 . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan 

Indikator Kinerja Utama; 

8 . Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

9 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang 

Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 

2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 

Nomor 39); 



Menetapkan 

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Singkawang Nomor 51); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN W ALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah 

adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah. 

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada 

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan 

peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya 

membandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar, 

rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang 

telah ditetapkan. 

7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengam.atan 

perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program 

dengan menggunakan informasi basil pengukuran kinerja, dan 

identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan 

atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 



8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah 

atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 

dengan kuantitas dan kualitas terukur. 

9. Keluaran (output) adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh 

suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 

sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan. 

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berpa 

personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, 

atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan kelauran 

(output) dalam bentuk barang/jasa. 

12. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada 

masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang 

berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 

dengan misi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah. 

13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai 

dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. 

14. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari 

satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah 

Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah. 

15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (output) 

dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator 

Kinerja Program. 

16. Indikator Kinerja Utama (key performance Indicator) yang 

selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisasi 

dalam mencapai suatu sasaran strategis. 

17. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya 

disebut IKU Kota adalah I.KU yang disusun oleh tim dan 

ditetapkan oleh W alikota Singkawang. 

18. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang selanjutnya 

disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh 

perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah. 



19. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata 

oleh Pemerintah Daerah/ perangkat daerah dalam rumusan yang 

spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah 

direncanakan. 

BAB II 

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU 

Pasal 2 

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang 

adalah: 

a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam 

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; 

dan 

b . untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Pasal 3 

Ruang lingkup penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah berserta 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang selaku 

organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan 

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB III 

PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU 

Pasal 4 

( 1) Pemerintah Daerah berserta perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan 

IKU. 

(2) IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja 

keluaran (output) dan hasil (outcome) serta merupakan komitmen 

ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja 

perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan oleh kepala 

perangkat daerah. 

(3) IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator 

pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian 

kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran strategis pada 



rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh 

Walikota. 

(4) Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sekurang-kurangnya mempertimbangkan: 

a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan 

dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota; 

b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, 

rencana strategis perangkat daerah, kebijakan umum dan 

dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan; 

c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya; 

d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan 

akuntabilitas kinerja; 

e. kebutuhan data statistik pemerintah Kota; dan 

f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

(5) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi karakteristik indikator 

kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu 

perangkat daerah dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, 

relevan, menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur dan 

dapat dikuantifikasi dan diukur. 

BAB IV 

PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN RIVIU IKU 

Pasal 5 

( 1) Sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan 

dan sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah maka 

ditetapkan IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

W alikota ini. 

(2) Perangkat daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar 

searah dan selaras dengan IKU Kota. 

(3) Perangkat daerah penanggung jawab IKU Kota sebagaimana 

tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Walikota ini 

selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban 

menghimpun, mengolah, dan melaporkan pencapaian IKU Kota 

yang menjadi tanggung jawabnya. 



Pasal 6 

(1) Penerapan IKU pada tingkat perangkat daerah ataupun tingkat 

Kota harus diriviu secara berkala dalam 2 (dua) tahun sekali 

untuk mengetahui tingkat relefansi dan efektifitas IKU terhadap 

tujuan sasaran pemerintah. 

{2) Riviu IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal: 

a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah oleh tim Kementrian 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

b. terdapat perubahan arah kebijakan pemerintah Kota dalam 

menentukan arah pembangunan; dan 

c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara output 

dan oucome sebagai pendukung capaian IKU. 

(3) Riviu IKU Kota dan perangkat daerah dilaksanakan oleh tim yang 

ditetapkan oleh W alikota dari unsur Inspektorat Daerah, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah dan 

perangkat daerah lainnya yang secara langsung berperan dalam 

pelaksanaan kegiatan ini. 

BABV 

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

( 1) Koordinasi dan pengembangan dalam pen eta pan IKU 

dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh 

Sekretaris Daerah Kota Singkawang melalui Asisten 

Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta 

dibantu oleh Kepala PERANGKAT DAERAH dilingkungan 

Pemerintah Kota Singkawang. 

(2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini 

dilakukan oleh lnspektorat Daerah. 

(3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait. 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota 

Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Singk:awang (Berita Daerah Kota 

Singkawang Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan At.as 

Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan 

lndikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang 

(Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya da1am Berita Daerah 

Kota Singkawang. 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 11 Juli 2017 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tanggal 11 Juli 2017 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

ttd 
AWANGISHAK 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG 

ttd 
SYECH BANDAR 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 9 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Y ASMALlZAR,S.H 
NIP.19681016 199803 1 004 



!fO. 8A8ARA!f 8TRATJtGl8 

1 2 

1 Terw\tjudnya masyarakat yang 
sehat mental den spiritual 

2 Menurunnya angka konJlik antar 
agame dan ant.er etnis 

3 Te1wujudnya infrastruktur 
pendidikan yang berkualita• 
dalam 
meningkatlam akses pendicUl<an 
yang berkualitas, terjangkau den 
eflsien 
bagi kesejahteraan hid up rakyat 

LAMPIRAN PERA1' URAN WALIKOTA SINGKAWANG 
NOMOR 14 TAHUN 2017 
TANGGAL J J JUN! 2017 
TENTANG PENETAPAN JNDIKATOR KlNERJA UTAMA 

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANO 

Pl\RTAPAlll' JllDIKATOR KJJl'ZRJA UT.AKA (DUI') PBMERJXTAH KOTA 8IJ(0KAWAlfO 

JlfDIKATOR KJ!fBRJA UTAMA Pl\!fAKootmO JAWAB 81111BBR DATA PERJELABA1' 

3 4 5 6 

J Rasio tempat ibadah per Sekretaria t Daerah (Kesra) Sekretariat Daerah (Kesra) Jumlah tempat ibadah 
eatuan penduduk -------------------------------------- x 1000 

Jumlah nenduduk 
·2 Ind.eke Pembangunan Dlnas PerJdidikan dan Badan Pusat Statistik 

Manuela (!PM) Kebudayaan, Dinas Hasil perhitungan dan publil<asl data Bad.an Pueat St.atisti.k 
Kesehatan dan KB 

3 Angl<a usia harapen hid.up Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan dan Perkiraan lama hid.up rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada 
Keluarga Berencana Keluarga Berencana perubahan pola mortalitas menurut umur 

1 Perscntase penlngkatan Bad.an Kesatuan Bangsa Bad.an Kesatuan Bangea dan Forum Komunikasl agama aktlf tahun n -
jumlah forum komunikasi dan Politik Politlk Forum I<omunilcasi agama aktif tahun n-1 
enter agama yang ektif ------------- --·-· ·-··· · -- ·-·-----------------·-· --- x 100 

Forum Komunikasi agama aktif tahun n-1 

2 Persentase peningka tan Baden Kesatuan Bangsa Bad.an Kesatuan Bangsa dan Forum Komunikasi etnis aktiftahun n -
jumlah forum komunikasi dan Politlk Politlk Forum Komwlikasi etnis aktif tahun n- 1 
antar etnis Y!ll1g aktif -·-·-----------············· ·------·-·-· ······· ·· x JOO 

Forum Kom urrikasi etnis aktif tahun n-1 

1 Angka Partisipasi Sekolah Dines Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Jumlah seluruh murld usia 7-12 tahun di SD/ sederajat 
Mumi(APM) SD/Ml Kebudayaan Kebudayaan -------·-- .. ·------------------------- ----------------- x 100% 

Jumlah seluruh penduduk usla 7-12 tahun 

2 Angka Partisipasi Sekolah Dines Pendidikan dan Dlnas Pendidikan dan ..iumian semt= muna us10 l~·l ::> ... nun d1 .,m,.1 seacraJat 
Murni (APM) SMP/ MTs Kebudayaan Kebudayaan ---------·----------- ----------------- ---.. ----------- x 100 % 

Jtunlah seluruh penduduk usia 13· 15 talmn 

3 Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan dan Dinas Perulidikan den Jumlah seluruh murid usia 16-18 tahun di SMA/ sederajat 
Murni (APM) SMA/SMK/MA Kebudayaan Kebudayaan ----------------------------------------------- --- x 100% 

Jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun 

4 Raaio ketersedian sekolah/ Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Jumlah Sekolah SD/ sederajat 
penduduk usia sekolah Kebudayaan Kebudayaan .... .. ...... .. .. ........... .. ........ .. .. .. ...... .............. ........... .. ................ .... .. ..... x 1000 
SD/Ml Jumlah selurnh penduduk usia 7-12 tahun 



1 2 3 4 5 6 

5 Raslo ketersedlan sekolah/ Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Jtunlftn ::seKolftn SMP / sederajat 

penduduk usia sekolah Kebudayaan Kebudayaan --------------------------------------------- x 1000 

SMP/MTs Jumlah seluruh penduduk usia 13-15 tahun 

6 Rasio guru terhadap mtuid Dinas Pcndidikan dan Dinas Pendidikan dan Jumlah Guru SD/ sederajat 
SD/MI Kebudayaan Kebudayaan --------------------.. ---------------------------·---- ----------- x 1000 

Jumlah Murid SD/ Sederajat 

7 Raslo guru terhadap murid Dinas Pcndidikan dan Dinas Pendidikan dan Jumlah Guru SMP / sederajat 
SMP/MTs Kebudayaan Kebudayaan ----------------·----------------------------------------------- x 1000 

Jurolah Murld SMP/ Sederajat 

8 Rasio guru terhadap murid Dinas Pendidikan dan Diflfts Pendidikan dan 
Jumlah Guru SMA/ sederajat 

SMA/SMK/MA Kebudayaan Kebudayaan -------------------------------------------------·-------------- x 1000 
Jumlah Murid SMA/ Sederajat 

9 K ualitas guru yang Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan den Jumlah guru berijazah kualifikasi Sl/D-!V 
memenuhi kualifikasi Sl/D· Kebudayaan Kebudayaan ----------·----------------------------------------------- ------ x 100% 
lVSD / Ml Jumlah iruru oada ieniAnu SD/Ml 

10 Kualitas guru yang Dinas Pendidikan dan Dil11is Peodidikan den Jumlah guru berijazah kualifikasi Sl/D-lV 
memeouhi kualiflkasi Sl/D· Kebudayaan Kebudayaan -·--------------------------------------------------------·----- x 100% 
IV SMP/MTs Jumlah gum padajeitjang SMP/MTs 

11 Kualitas guru yang Dinas Pendidikan den Dinas Pendidikan den 
memenuhl kualifikasi Sl/D· Kebudayaan Kebudayaan Jumlah guru berijazah lmaliti.kasi Sl/D-!V 

IV SMA/SMK/MA ------------·-----·------· -------------------··- ... ·-·--·-·------- x 100% 
Jumlah guru pada jenjang SMA/ MA/SMK 

12 Anglea Kelulusan SD/Ml Dinas Pendidikan den Dinas Pendidikan den 
Jumlah Lulusan pada jenjang SD/ Ml 

Kebudayaan Kebudayaan ---------------------------------------------------------------- x 1.00% 
Jumlah Siswa tingkat tertinggi padajenjang SD/Ml 

pada tahun ajaran sebelumnya 

13 Angka Kelulusan SMP/MTs Dinas Pendidikan den Dums Pendidikan dan 
Jumlah Lulusan padajenjang SMP/MTs 

Kebudayaan Kebudayaan ---------------------------------·------··--·--- .. --------------- x 100% 
Ju:mlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP /MTs 

pada tahun ajaran sebelu:mnya 

14 Angka Kelulusan Dinas Pendidikan dan Dlnas Pendidikan dan Jumlah Lulusan pada jertjang SMA/MA/SMK 
SMA/SMK/MA Kebudayaan Kebudayaan ----------·-----------------------·------·---------------------- x 100% 

Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/MA/SMK 
pada tahun ajaran sebelumnya 

4 Terwujudnya infrastruktur 1 Rasio posyandu per satuan Dinas Kesehatan den Dina.s Kesehatan dan Jumlah Posyaridu 
kesehatan yang berkualitas balita Keluarga Berencana Keluarga Berencana · ·-··-···· ····························· x 1000 
dalwn Jumlah Balita 
mendukung pelayanan 2 Rasio puskesmas, poliklliill<, Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan den Jumlah Puskesmas, polik1ioik dan Postu 
kesehatan bagi masyarakat postu per 1000 penduduk Keluarga Berencana Keluarga Berencana .. ................•.•......•...............•...•........••... x 1000 

Jumlah penduduk 

3 Rasio rwuah sakit per 1000 Dinaa Kesehatan dan Dul8.s Kesehatan dan Jumlah Rumah Sakit 
penduduk Keluarga Berencana Keluarga Berenc.ana ···································-·· x 1000 

Sumlah oenduduk 
4 Rasio dokter per satuan Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan den ,Jumlah Dokter 

penduduk Keluarga Berencana Keluarga Berencana ...•....•...........••...........•..•• x 1000 

Jumlah oenduduk 
5 Rasio paramedis per satuan Dinas Kesehatan dan Dill8s Kesehatan dan Jumlah Paramedis 

penduduk Keluarga Bereru:ana Keluarga Beren<'.ana ·· ······ ···-··················-··-·· ··· x 1000 
Jumlah oenduduk 

5 Terwujudnya infrastruktur pasar 1 Persentase kontribusi Sektor Dinas Perdaga.ngan, Dinas Perclagangan, Nila! PDRB dari Perdagangan 
yang berkualitas dalam pe1·dagangan terhadap PDRB Perindustrian, UKM Perindustrian, UKM ······••······•·•·········•··············•···•·· x 100% 
mendukung J umlah Total PDRB 
tercapainya Kota Singkawang 2 Persentase prasarana dan Dinaa Perdaganga.n, Dinas Perdagangan, Jumiah sapras bangtlflftn pasar 1radisional dalam kondisi balk 

sebagai pu sat pcrdagangan sarana bangunan pasar Perindustrian, UKM Perindustrian, UKM ······-·····--··········-··········-·····-······ x 100% 
tradisional dalam kondisi Jumlah total sapras bangttnan 1radisional 

6 Tercapainya cakupan 1 Persentase air baku untuk Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pckerjaan Umum dan Jumla.h Air Baku yang dapat dihasilkan dalatn sehari 
pelayanan air bersih bagi memeouhi kebutuhan pokok dan Penataan Ruang Penataan Ruang ················-···············-··-·····-············· x 100% 
masyarakat Kota minimal sehari-hari Kebutuhan air minimal sehari 

2 Rumah tangga pc11ggUIU1 air Dinas Pekerjaan Umum Dinas Peke1jaan Umum dan Rumah Tangga Pengguna. Air Bersih 
bersih dan Penataan Ruang, Penataan Rua.ng, Dinas ·······-········-········-·············-···-·····-···-·-· x 100% 

Dinas Perumahan, Perumahan, Pemuldman dan .Tumlah Rumah Tangga 
Aon -
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7 Terwltjudnya infrastruktur l Rasio pa1tjang jarlngan jalan Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Paajang jalan kondisi bail< 
perkotaan yang berkualitas dalam kondisi balk dan Pe.nataan Ruang Penataan Ruang _____ __ ____ __ ___ ., _______ ____ __ __ _____ __ ___ ____ _ 

dalam Panjang keseluruban jalan 
mewujudkan Kota Singkawang 

9 sebagaJ pusat jasa, 2 Rasio jaringan irlgasi Oinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Panjang saluran irigasi 
perdagangan, dan agroindustri den Penataan Ruang Penataan Ruang --- ----------------------------------------------------

Luas lahan budidaya pertanian 

3 Rasio tempat pembuangan Dines Ungkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah 
sampah (I'PS) per satuan · --·· · -· · -···· ············ ·----· -··· -··· ········ -····---·-- x 1000 

Jumlah oenduduk 
4 Persentase partjang jalan Dines Pekerjaan Umum Dines Pekcrjaan Umum dan Panjang Jalan Kota Dalam Kondlsi Bail< 

Kota dalam kondisi baik dan Pe.nataan Ruang Pe.nataan Ruang ------------------------------------------·-·------------------------------
x 100% Panjang seluruh Jalan Kota 

5 Panjang jalan yang memiliki Dinas Pekerjaan Umum Dines Pekerjaen Umum dan Pwtjang Jalan Kota yang memiliki trotDar den drainase 
trotoar dan drainase/ dan Pe.nataan Ruang Penataan Ruang · · ·--·· -·--····-·· ·-· · ··------· -·-··-··----··-··-·------·-· x 100% 
salwllll pembuangan air Partjeng seluruh J Blan Ko ta 

6 Persentase jalan yang Dines Pekt".rjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Panjang jalan di pusat kota 
menghubungl<an pusat· dan Penataan Ruang Penataan Rt1Bllg 

------·--·--··---· · ---··-··--·---·-·--·--· · -·-----·--- x 100% pusat kegiatan dalrun paajang jalan seluruh kota 
wilavah Kota 

7 Jumlah penginapan / hotel Dines Pariwisata, Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda 
dan olah raga dan olah raga Jumlah penginapan atau hotel yang ada di Kot.a Singkawang pada 

tahunn 

8 Rasio paajang jalan per Dinas Pekerjaan umum Dinas Pekerjaen umum den Panjang keseluruhanjalan 
jumlah kendaraan dan Penataan Ruang, Penataan Rua11g, Dines "'----···--------------- .. ........ ....... ... .. ......... ........ .. .... .. ......... .. 

Dinas Perhubungan Perhubungan Jumlah kendaraan di Kota Singkawang 
8 Terclptanya ekosistem yang 1 Nilai produktifitas total daera BAPPEDA Kota Singkawru BAPPEDA Kota Singkawang 

Nilai total produktifitas daerah pada tah1m n menurut perhitungan kondusif bagi pengembangan 
produk-produk unggulan daerah BPS yang Proyeksil<an BAPPEDA Kota Singkawang 

berlandaskan ekonomi 2 Persentase koperasi aktif Dinas Perdagangan, Di.nas Perdagangan, 
kerakyatan Perillll.ustrian, UKM Perindusnian, UKM Jumlah koperasl aktif tahun n 

--·-·-···-···-···----·····-····--···--···---·--···----·- x 100% 
Jumlah Koperasi keseluruhan tahun n 

3 Jumlah UKM non BPR/ LKM Dines Perdagangan, Dhias Perdagangan, Jumlah UKM non BPR/ LKM di Ko ta Singkawang Tahun 11 
Perindustrian UKM Perindnstrian. UKM 

4 Jumlah BPR/ LKM Dinas Perdagangen, Dines Perdagangan, Jumlah BPR/LKM di Kota Singkawang Tahun n 
Perindustrian UKM Perlndustrian UKM 

5 Jumlah usaha ruila'O den kec Dines Perdagangan, Dilias Perdagangan, Jumlah usaha mikro dan kecil Talnm 11 
Perindustrian UKM Perindustrian, UKM 

9 Terwujudnya akselerasi 1 Nilai Pertumbuhan PDRB Dines Pertanian, Sadan Pusat Statistil< 
pertumbuhan ekonomi berbasis Ketahanan Pangan dan Nilai total PDRB Kota Singkawang pada Tahun n berdasarkan data 
kewilayahan tanpa Peril<anan, Dirms BPS yang diproyeksikan oleh BAPPEDA Kota Si11gkawang 
mengesampingkan aspek Perdagangan, 
""'"" ,.rata An v ca nrr -._,..,.,.a tifl" ri - , .. ,.. 

2 Laju inflasi Sekretariat Daerah Sekrctariat Daerah (Bagian Nilai lmplasi Daerah pada tahun n berdaSBJ'kan data BPS, Bagian 
(Bagian Perekonomian) Perekonomian) Pcrekonomian dan TPID 

10 Terclptanya pemerataan l Angka Kemiskinan Dinas Sosial, Ditias Sosial, Pem berdayaan Augka Kemisldnan pada Tahun n berdasarkan data BPS dan 
kesejahn·aan sosial den ekonomi Pemberdayaen Perempuan den BAPPEOA 
maavarakat - -'~n n-- t:-.s.·--- - AnaL-

2 PDRB Per kapita Dines Pertanian, Sadan Pusat Statistil< 
Ketahanan Pangan den 
Peril<anan, Dinas Data PDRB per kapita proyeksi BAPPEDA Kota Singkawang 
Perdagangen, 
Perindusman UtlM 

3 Pcrsentase balita gizi buruk Dinas Kesehatan den Ditias Kesehatan dan Jumlah Belita Gizi buruk 
Keluarga Berencana Keluru·ga Bcrencana · --·--· ·--·· -···-·-·- ·· ·--·----· ·-··-·---· ·-- --· x 100% 

Jumlah balita 
11 Terciptanya perbail<B11 struktur l Persentase kontribusi sektor Dines Pertanian, Dines Pertanian, Ketahanan Nilai PDRB dari Pertanian 

perekonomian daerah yang kokoh pertenian/ perkebunan Ketahanan Pangru1 den Pangan den Peril<anan -· ··· · ··--··········--· ··· · -·····--····-·--····· x 100% 
sehingga mampu menghasilkan terhadao PDRB Peril<anan Jumlah Total PDRB 
komoditi berkuaJit.as (inklu&il), 2 Persentase kontribusi sektor Dines Pertanian, Dines Pertanlan, Ketahanan Nilai PDRB dari Tanaman Pangan 
berdaya saing global clan mertjadi tanaman panga.11 terhadap Ketahanan Pangan da n Pangan den Perikanan ···· -·· ·-· ···· · ·-·-··--···--··-·--·--·-· · -·· ·- -- x 100% 
motor penggerak perekonomian PDRB Perikanan Jun11ah Total PORB 

3 Persentase kontribusi sektor Dines Perta.niarl, Dinas Pertanian, Ketahanan ,,..,uw PDRH <1ar1 Perket>unan 
perkebuna11 terhadap PDRB Ketahanan Pangan dan Pangan dan Perika.nan ···-· ··· · ---·-···· ··· ···· · -· · · ········--···-···· x 100% 

ln... -!t --. ·- Jumlah Tntal PDRB 
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4 Jumlah produksl perikanan Dinas Pertanla.11, Dlnas Pert.anian, Ket.ahanan 
Jumlah prod u ksi darl sektor perikanan balk tangkap dan budidaya Ketahanan Pangan dan Pangan dan Perikanan 

5 Persentase kontribusl sektor Dinas Pariwisata, Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda Nilai PDRB dru·i Pariwisata 
pruiwisata terhadap PDRB dan olah raga dan olah raga . . . . . ........ ...... ... . . ... . ..... ... . . .......... x 100% 

J umlah Total PDRB 

12 Terciptanya llngkungan kota yang 1 Pe1·scntase ruang terbuka Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Luas Ruang Terbuka Hijau 
nyaman dan bebas polusi secara hijau per satt1ru1 luas ••••••••••••.•. •. •..••••••••••••••.•••••••••.••. x 100% 
berkelanjutan wilayah Luas wilayah ber HPL/ HGB 

2 Persentase penanganan samp Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkw1gru1 Hid up 
Volume sampah yang dapat diangkut (m3) 

•• ••••••••••••••••••..••.•.•••••••.••.•.••...•••••.••. x 100% 

Volume produksi sampah 

3 Rasio luas wilayah perkot.aan Dinas Pekerjaan Umum Oines Pekcrjaan Umum dan 
Luas wilayah pusat kota dan Pcnataan Rua"1! Penataan Ruang ..••••••.•.••••.• ...•. •..•. ..•..•.••...••. . •.. . ...... x 1000 

Luas Kota Singkawang keseluruhan 

13 Menurunn.va kemungkinan I Persentase pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Oines Lingkw1gan Hidup 
Jumlah kawasan pemukiman/ indu stri dan smnber mata air terjadinya bencana alam akibat status m utu air 

yang terpan tau mutu aimya 
kegagalan perencanaan 

•••·••·· •·•••••••••••••••••••••••••••••••••·•••·•••••· ·••••· ·•· x 100% pcmbangunan dan 
Jumlah kawa•an pernukilnllll/ industri dau oumber Mata air pengcmbanglill daerah secara 

tepa t aasarau, terukur, terarah 2 Persentase cakupan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 
dan be1wawasa11 llngkw1gan penghijau811 wilayah rawan Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata air 
bcrkelanjutan longsor dan sumber mata air •••·••••· ·· •· ··•·•··••··· •••••··••·••·••··•·•••·•••·•••··••· ·••·•••••• x 100% 

Jumlah seluruh wilayah rawan Jongsor dan Sumber Mata air 

3 Persentase cakuplUl Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 
J umlah Perusahaan wajib amdal yang diawasi 

pengawasan U.rhadap ..••• . ••••••••.••••.•.••••••.••••• •••••••••. ••••••••••••.•••••• x 100% 
pelaksanaan amdal 

J umlah seluruh Perusahaan waj lb amdal 

14 Minlngkatkan daya saing daerah 1 Persentasc tenaga kerja yang DIJias Penanaman Modal Dlnas Penanaman Modal Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan 
demi percepatan ketangguhan mendapatkan pelatihan dan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja 

•••••••••••· ••••••••·•·•••·•·•••· ••••••••••••••••••••••••••••••••• x 100% dan ket.ahanan kota (Rcalllient be1·basla kowpetensl J umlah tenaga kerja terda.ftar 
Clt:vl 



I 2 3 4 5 6 

2 Pel'sentas<' tingkat partislpasi Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Mgxatan KelJa usia 15 tarmn keatas 
angkatan kerja dan Tenaga Ke1ja dan Tenaga Kerja -----------------------------------------·· ·· ·------- --· -·-·· x 100% 

' - - - • - L • • -- ·'· 1 0: ~L • • - ' ·-- •- · 

15 Terciptanya rasa aman J Rasio j umlah Polis! Pamong Satuan Polis! Pamong Praj Satuan Polis! Prunong Praja Jwnlah Polisi Pamong Praja 
masyarakat dan dunia usaha Praja pei· 10.000 penduduk · ·-------------------------------------------------- ---·-· · ·- x 10.000 

Jumlah penduduk 

2 Jumlah linmas per jumlah Satuan Polis! Pamong Praj Satuan Polis! Pamong Praja Jum1an Perlindungan Masyl!l'lll<at (Linmas) 
10 .000 penduduk -- ·------- --------- ------------------ ------------------------- x 10.000 

J umlah ""nduduk 
3 Persentase calrupan Satuan Polis! Pamong Praj Satuan Polis! Pamong Praja Jumlah penyeles!Uan penegakan PERDA 

penegakan peratwun daerah ------- ---- --------- ---- -- --- -------------- ------ ----- ---- ---- --- - --- -- x 
dan peratulun kepala daerah 100% 

Jumlah ,,.,lan.,aaran ""roa 
4 Peraentase calrupan patroli Satuan Polisi Pamong Praj Satuan Polis! Pamong Praja Banyaknya Kelompok Patroli x 3 Kali Patroli 1 hari 

siaga ketertiban umum dan -----· -------------------- ------------------------------- x 100% 
ketl!n traman masyarakat Banyaknya kelom pok kecamatan 

dalam wilavah kabunaten /kota 
16 Meningkatnya stabilitas daerah 1 Jumlah peratul'an daerah Dinas Penatiaman Modal Dinas Penanaman Modal Jumlah Peraturnn Daerah yang mendukung ikllm Usaba guna menunjang aktlfitas Ivan.,- mendukw10' iklim dan Tenae-a Keria dan Tena"a Keria 

perekonomlan masyarakat 2 Jumlah dan macam pajak Badan Keuangan Daernh Badan Keuangan Daerah Jumlah macam pajak dan retribusi yang ada di Kota Singkawang khususnya d unia lnvestasi dan I•-- --~L ••• · ·---"-

3 Pel'sentase penguatan Dinas Pertanlan, Dinas Pertanian, Ketahanan Jumlah cadangan pangan Kota 
cadangan pangan Ketahanan Pangan dan Pangan dan Peril<anan ----------------- -------------------------------- ---- --- x 100% 

lOOTon 
17 Menjadikan Kota Singkawang 1 J umlah penyelenggaraan Dlnas Pariwisata, Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda J umlah penyelenggaraan festival seni dan budaya selama 1 tahun sebagai daerah tujuan wisata festival seni dan budava dan olah rallll dan olah rami 

yang inovatif, menarik dan tetap 2 Jumlah mis! kesenian Dina s Pariwisata, Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda 
Jumlah mlsi kesenian yang dilakukan dalam 1 tahun bermartabat dan olah raea dan olah rn2a 

3 Jumlah geduug kesenian Dinas Pariwisata, Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda Jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Singkawarlg 
dan olah ral!a dan olah ral!a 

4 J umlah ktutjtmgan wisa.ta Dines Pariwisata, Pemuda Dlnas Pariwisata, Pemuda Jumlal1 kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dalam l 
dan olah raga dan olah raga tahtUl 

18 Meningkatnya prestasi olahraga I J umlah klub olahra.ga per Dines Pariwisata, Pemuda Dina.a Pa.ffi\,;sata, Pemuda Jumlah klub olahtaga di Kota Singkawang 
Kota Singkawang yang kompetitif 1000 penduduk clan olah raga dan olah raga --------------------- -------------------------------------- x 1000 

Jumlah Penduduk 
2 Jumlah gedung olalu-aga per Dines Parlwlsata, Pemuda Dinas Parlwisa.ta, Pemuda Jumlah gedwlg olahtaga di Kota Singkawang 

1000 penduduk dan olah raga den olah raga .... .. .. ...... .... .............................. ........ .. .. ...... .... .......... .... .... .. ...... .. --------·- x 1000 
Jumlah Penduduk 

3 Jumlah lapangan olahraga Dines Pariwisata, Pemuda Dinas Pariwisata, Pemuda Jumlah lapangan olahraga di Kota Singkawang 
pel' 1000 penduduk dan olah raga dan olah raga -------------------------------------------------- ------- x 1000 

Jumlah Penduduk 
19 Terwujudnya kesetiakawanan 1 Persentase PMKS skala Kota Dinas Sosial, Dinas Sosial, Pem berdayaan 

Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial sosial bagi seluruh masyarakat yang memperoleh bantuan Pemberdayaan Perempuan dan 
Kota Singkawang sosial untuk pemenuhan Perempuan dan Perlindungan Anak ------------ --------------------------------------------· x 100% 

kebu tuhan dasar P<ll'iindungan Anak Jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial 

2 Peraentase penyandang cacat Dina.a Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Jumlah penyandang cacatyang menerimajaminan sosial 
fisik dan mental serta lanjut Pemberdeyaan Perempuan dan ----------------------------------- -------- --------------- x 100% 
usia tidak potensial yang Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlab penyandang cacat yang seharusnya menerima jaminan 
telah menerlma jaminan Perlindungan Anak sosial 

20 Meningkatkan kinerja aparatur l Persentase pemuunan Baden Kepegawaian dan Badan J<epegawaian dan Jumlah Pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n · 
pemerintahru:1 agar lebib pelanggaran disiplin dan Pengembangan SOM Pengembangan SOM Jumlah Pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n- 1 
profesional dan mengedepankan etika PNS ---------------------------------------------------···--- x 100% 
kinerja Jumlah Pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n-1 

2 Persentase diklat fungsional Badan Kepegawaian dan Badan Kepegawaian dan 
yang diselenggarakan Pengembangan SOM Pengembangan SOM Jumlah diklat fUngsional yang dlselenggarakan 
Pemerintah Kota untuk 

----------------------------------·------------------ --- x 100% meningkatkan kompetensi Jumlah diklat fungsional yang seharusnya dilaksanakan 
aparatut dalam pelaksanaan 
•nftao •~L-Alr "··· A-- - - ' 

21 Terwt.tjudnya kelembagaan dan 1 Nilai hasil evaluasi lsporan Sekl-etariat Daerah Sekretariat Daerah 
Nilai den predil<at hasil evaluasi Laporan J<ine1ja Inst.ans! tata lalcsana organisasi akuntabilitas kinerja instansi (OrganlsasQ (OrganisasQ 

pemerintah yang balk, benar, pcmerintahan pada tahun Pemerintah pada tahtm n oleh tim kemen PAN-RB 

inovatif dan akuntabel 2 Opini BPI< terbadap Laporan Badan Keuangan Daerah Badan Keuangat1 Daerah Oplni BPI< pada hasil audit terhadap laporan pengelolaan keuangan 
Pengelolaan Keuangan dan Inspektorat Kota dan lnspektorat Kota daerah pada tahun n ! ~- - -- "-
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22 Terclptanya peningkatan l Persentase penurunan Dinas l'endidikan dan Dlnas Pendidikan dan 
kopercayaan publik terbadap keluhan publik terhadap kebudayaan, Inspektorat kebudayaan, Inspektorat Jumlnh keluhan/ Aduan pada tahw1 n · jumlah keluhan/aduan n-1 
penyelenggaraan pelayanan dasar kinerja pelayanan Kora Ko ta ......... .•. . . .... ........... •... ...... ... ........ ...•.. "100% 

clan pelayanan pendukung masyarakat bidang jumlah keluhan/ aduan n-1 
,,,, 

2 Persentase penurunan Dinas Kesehatan dan Dines Kesohatan dan 
keluhan publik terhadap Keluarga Berencana, Keluarga Bercncana, Jumlah keluhan/ Aduan pada tahw1 n · jumlah keluhan/ aduan n-1 
kinerja pelayanan lnspektorat Kota Inspektorat Kota . ...........•........ . ...•...........•... .•... ..•. ...... x 100% 
masyarakat bidang jumlah keluhan/ aduan n-1 
kesebatan 

3 Persentase penuntnan Dlnas Pekerjaan Umum Dlnas Pekerjaan Umum dan 
Jumlah keluhan/ Aduan pada tahun n · jumlah keluhan/ aduan n-1 kcluhan publik terhadap dan Penataan Ruang, Penataan Ruang. lnspektorat 

kinerja pelayanan lnspektorat Kota Ko ta -----------------·----------------------------------------------------- x 
l00% masyarakat bidang 

jumlah keluhan/aduan n-1 Pekerjaan umum 

2 3 Terwuj udnya peraturan daerah l Persentase penurunan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah (Bagian 
dan peraturan pelaksana yang kasus/ tuntutan t.erhadap (Baglan Hukum) Hukum) Jumlah Kasus/ tuntutan pada tahw1 n • jumlsh kasus/tuntutan 
memenuhi azas hukum yang penyelenggaraan pada tahun n-1 
berlaku pemerintahan dan .........••.........•..... ...•.....•..•...••..•. ... . ... x 100% 

pembangunan jumlah kasus/ tun tu tan 
pada tahun n-1 

2 Persentase penurunan Sekretaria t Dae rah Sekretarlat Daerah (Bagian 
jwnlah regulasl daerah yang (Bagian Hulnun) Hukum) Jwnlah regulasi dibatalkan pada tahun n - jumlah regulasi 
dibatalkan a tau dlcabut dibA.talkan 

pacla tahun n-1 
. ..•...•...•..••. .. ..... . . ... .....•...•.... ... ........ x 100% 

jumlah regulssl dibatalkan 
pada tahun ll· I 

WAL!KafA SINGKAWANG. 
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